PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL

Menimbang

SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari
beberapa Sekolah SMA/SMK yang mengajukan
perubahan pada lampiran penggunaan Dana Biaya
Operasional Sekolah Daerah SD/MI, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2012 pada Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, karena
untuk Prosentase SMA/SMK dianggap terlalu besar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu merubah Lampiran
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kutai Timur
dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2012 dengan

menetapkannya dalam Peraturan Bupati;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembararn Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan @ dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78
Tahun 2009 tentang Petunjuk  Pelaksanaan

Penggunaan BOSDA Provinsi Kalimantan Timur;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2012, yakni sebagai berikut:

Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
pada Kegiatan Belanja Barang dan Jasa untuk Tingkat Sekolah
SMA/MA/SMK menjadi 50 % dan Kegiatan Belanja Modal

untuk Tingkat Sekolah SMA/MA/SMK menjadi 30%.

TINGKAT SEKOLAH

NO KEGIATAN SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA/
SMK
1. | KESEJAHTERAAN 20% 20% 20%
PEGAWAI
2. | BELANJA BARANG | 20% 20% 50%
DAN JASA
3. | BELANJA MODAL 60% 60% 30%
JUMLAH 100% 100% 100%

KUTAI




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 Oktober 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR



